PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23

ayat {4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dagerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Xabupaten Sanggau
Tahun Anggaran 2023;

. 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan  Undang-Undang  Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan .
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756});
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sanggau Nomor 7};

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 15);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Menetapkan

dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas;

laporan arus kas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan wusaha milik daerah/perusahaan
daerah.

SN NN

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai
berikut:

a. pendapatan Rp1.888.904.848.547,92
b. belanja Rpl1.847.765.782.133,55
surplus/(defisit) Rp41.139.066.414,37



pembiayaan

1. penerimaan Rp227.107.073.494,12

2. pengeluaran Rp14.000.000.000,00

surplus/ (defisit) Rp213.107.073.494,12
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.

selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp23.331.594.601,08 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp1.912.236.443.149,00
2. realisasi Rp1.888.904.848.547,92
selisih lebih/(kurang) Rp23.331.594.601,08

selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp276.927.754.510,45 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja setelah

perubahan Rp2.124.693.536.644,00
2. realisasi Rpl1.847.765.782.133,55
selisih lebih/(kurang) Rp276.927.754.510,45

selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit
sejumliah Rp253.596.159.909,37 dengan rincian sebagai
berikut:

1. surplus/defisit setelah

perubahan Rp(212.457.093.495,00)
2. realisasi Rp41.139.066.414,37
selisih lebih/{kurang) Rp(253.596.159.909,37)

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp649.979.999,12 dengan rincian sebagai
berikut:
1. anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan - Rp226.457.093.495,00
2. realisasi Rp227.107.073.494,12
selisih lebih/(kurang) Rp(649.979.999,12)

selisih  anggaran  dengan  realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1. anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah

perubahan Rp14.000.000.000,00
2. realisasi Rp14.000.000.000,00
selisih lebih/ (kurang) Rp0,00

selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp649.979.999,12 dengan rincian sebagai
berikut:

1. anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp212.457.093.495,00
2. realisasi Rp213.107.073.494,12
selisih lebih/(kurang) Rp(649.979.999,12)



Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
tahun 2023 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp204.254.786.599,12
b. sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SILPA/SIKPA) Rp254.246.139.908,49
€. saldo anggaran lebih akhir Rp254.246.139.908,49
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ per 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp3.672.038.218.229,81

b. jumlah kewajiban Rp19.773.041.255,00

c. jumlah ekuitas dana Rp3.652.265.176.974,81
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2023 sebagai
berikut:

a. pendapatan - LO Rp1.851.943.564.268,16
b. beban ' Rp1.645.628.698.819,19
c. surplus/defisit sebelum pos
luar biasa Rp202.972.276.232,32
d. surplus/defisit - LO Rp202.972.276.232,32
Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2023 sebagai
berikut:

a. ekuitas awal Rp3.431.508.398.520,49
b. surplus/defisit-LO Rp202.972.276.232,32
C. koreksi nilai ekuitas awal kas Rp(20.001,00)
d. koreksi nilai ekuitas awal
piutang Rp(8.771.392,95)
e. koreksi nilai ekuitas awal aset
- tetap Rpl17.613.418.816,55
f. lain-lain Rp0,00
g. ckuitas akhir Rp3.652.265.176.974,81
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayvat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember tahun 2023 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari

tahun 2023 Rp205.215.285.510,95
b. arus kas bersih dari aktivitas

operasi Rp351.569.193.842,53
c. arus kas bersih dari aktivitas

investasi aset non keuangan Rp{301.577.820.532,16)



d. arus kas bersih dari aktivitas

pembiayaan Rp0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas

non anggaran RpO,00
f. saldo akhir kas per 31

Desember tahun 2023 Rp255.205.315.726,32

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2023 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran |
b. Lampiran 1.1

c. Lampiran 1.2

d. Lampiran I.3

e. Lampiran .4

bl

Lampiran [I

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lzampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII
. Lampiran IX

sl

B

Lampiran X
o. Lampiran XI

Lampiran XII

v

g. Lampiran XII

Laporan realisasi anggaran;
Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

Ringkasan anggaran pendapatan dan
belanja daerah vang diklasifikasi
menurut  kelompok dan  jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Rincian anggaran pendapatan dan
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi belanja
menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, program, kegiatan, dan
sub kegiatan;

Laporan perubahan saldo anggaran
lebih;

Laporan operasional;

Laporan perubahan ekuitas;

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas laporan keuangan;
Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Daftar rekapitulasi penyisihan
piutang;

Daftar rekapitulasi dana bergilir dan
penyisihan dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi
daerah);

Daftar rekapitulasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;
Daftar rekapitulasi aset tetap;



.

Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam

pengerjaan;

Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2023 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

xX. Lampiran XX : Ikhtisiar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan

daerah terdiri atas:

y. Lampiran XX.1 : Ikhtisiar laporan keuangan (neraca)
badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah; dan

z. Lampiran XX.2 : Ikhtisiar laporan keuangan (laporan

laba/rugi) badan usaha milik

daerah /perusahaan daerah.

gigeo

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2023 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. BUPATI SANGGAU,
ttd
SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

LIBERTUS TOTO MARTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (1/2024)

Salinan sesuaiﬁng
A BAGIAN K

Pembina Tlng

aslinya
UM,

NIP 19770315 200502 2 002



